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Sudah diakui berbagai pihak bahwa investasi adalah kegiatan ekonomi utama yang
dapat menjadi prime mover pembangunan ekonomi, sebab berdampak luas bagi perbaikan
tatanan hidup ekonomi rakyat kebanyakan. Dengan investasi akan terjadi penyerapan tenaga
kerja yang cukup besar, akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, sampai
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara berkelanjutan. Oleh karena
itu, hampir semua pemerintahan yang berkuasa diberbagai tingkatan, akan selalu berusaha
mencari cara atau strategi untuk mendorong adanya kegiatan investasi di wilayahnya
masing-masing. Tapi sayang dalam prakteknya, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah
direalisasikan
Sebenarnya, Otonomi Daerah (Otoda) adalah instrumen yang dapat dijadikan
pemerintah Indonesia di berbagai tingkatan, pusat dan daerah untuk merealisasikan
kepentingan membangun dan menarik minat para investor, baik lokal, nasional maupun
global agar mau berinvestasi di wilayah mereka masing-masing. Hanya masalahnya, strategi
terbaik apa yang perlu dan dapat dilakukan agar kegiatan investasi tersebut dapat terlaksana
dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat kebanyakan, baik dalam hal
penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, konsumsi serta peningkatan
kesejahteraan hidup mereka secara adil dan berekelanjutan.
Untuk merealisasikan hal tersebut, jelas diperlukan pemikiran dan tindakan yang
harus terencana baik, karena jika tidak, justru malapetakalah yang akan terjadi bagi rakyat
kebanyakan. Dapat dicatat beberapa pengalaman buruk dan mengkhawatirkan selama ini.
Hal itu disebabkan, karena Pemda kurang menyadari pentingnya investasi sebagai fokus
kebijakan ekonomi untuk rakyat, misalnya dengan tiba-tiba berusaha menjadikan daerahnya
sebagai bagian dari proses bisnis global. Sehingga ada Pemda yang bukan memasarkan
daerahnya, tetapi justru menjual daerahnya, dengan memberi konsesi kepada investor asing
terhadap asset rakyatnya, bahkan ada juga dengan cara melego perusahaan daerahnya
selama 25 tahun, sehingga Pemda justru hanya menambah hutang baru dari investor yang
membeli BUMD-nya. Ironisnya, dalam kondisi keterbatasan keuangan pemerintah, ada juga
banyak kasus dengan alasan promosi investasi daerahnya, justru melakukan pemborosan
karena hanya digunakan untuk jalan-jalan para pejabatnya.
Sehingga jika benar-benar pemerintah berfikir untuk menjadikan investasi sebagai
alat untuk mensejahterakan rakyatnya, maka jelas berbagai kejadian tersebut tidak akan
dipraktekkan lagi, namun justru harus berusaha membangun paradigma baru iklim investasi,
diantaranya dengan cara memahami dengan benar investasi yang dibutuhkan serta
merencanakan pelaksanaan investasi tersebut, sesuai dengan kondisi sumber daya ekonomi,
kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.
Secara umum investasi diartikan sebagai setiap usaha untuk mendayagunakan
sumberdaya ekonomi yang ada pada suatu saat untuk memperoleh manfaat di suatu masa
yang akan datang. Jadi, investasi bukanlah produk, tapi merupakan suatu proses untuk
mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lainnya, yang mempunyai nilai guna yang lebih
1 Disampaikan pada acara Pembekalan Nasional, Menata Strategi Kebijakan Menuju Iklim Investasi yang
Kondunsif, Oleh Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Dan Pemberdayaan LPKS & P), Hotel Hariis
Resort, Kuta Bali, 06 Juni 2007.
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, serta anggota BSBI. Magister
(DEA) tahun 1993 dan Ph.D tahun 1997 di Universite de Nice Sophia Antipolis, France.
2tinggi. Dalam arti luas, investasi meliputi investasi bisnis yang dilakukan pihak swasta
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan investasi non bisnis yang umumnya dilakukan
pemerintah untuk memperoleh kemanfaatan. Meskipun dalam kenyataanya kedua definisi
tersebut sulit dibedakan, namun sesuai definisi, pada umumnya yang diperhitungkan
hanyalah investasi bisnis dalam pengertian investasi riil dan jasa.
Pada prinsipnya, investasi riil terdiri dari : Investasi untuk melakukan ekploitasi
terhadap suber daya alam, meliputi pertambangan, agro industri, perikanan, peternakan dan
pariwisata alam; Investasi untuk melakukan proses produksi yang menghasilkan produk
olahan di suatu daerah kemuadian dipasarkan di daerah lainnya; Investasi property dan
infrastruktur; Investasi di bidang industri berbasis pengetahuan; Investasi di bidang industri
pendukung (transportasi dan logistik); dan Investasi di bidang restoran dan hiburan.
Sedangkan investasi di bidang jasa, meliputi : Investasi di bidang jasa keuangan; Investasi di
bidang perdagangan; Investasi terfokus di bidang perdagangan pemasaran; dan Investasi jasa
konsultan. Selain itu ada jenis investasi yang bersifat spesifik, yaitu investasi yang ditujukan
untuk mengambil alih kepemilikan suatu usaha, tanpa tertarik untuk mengganti pengelolaan,
kecuali fungsi pengendalian dan keuangan, dengan tujuan untuk memperkuat struktur
permodalan, memperluas jaringan pemasaran, jaringan produksi, jaringan pengadaan dan
penguasaan bisnis tertentu.
Dalam kenyataannya, di Indonesia berbagai jenis investasi tersebut telah ada, dan
umumnya perilaku pelaku investasinya telah diketahui pula arah investasinya. Investor asing
umumnya lebih berminat untuk investasi SDA yang bersifat eksplotatif, kemudian investor
nasional berminat pada investasi di bidang produksi, sedangkan investor lokal pada investasi
perdagangan. Selanjutnya, Diamond dan Michael Porter menjelaskan bahwa para investor
dalam melakukan investasinya, terutama yang investasi bersifat jangka panjang (investasi
SDA dan produksi), mendasarkan keputusannya pada lima indikator makro utama. Meliputi
: pertimbangan aspek ketat atau longgarnya persaingan bisnis di kawasan; kemudian ada
tidaknya penyedia bahan baku; ada tidaknya pembeli; ada tidaknya produk subtitusi; dan
aspek ada tidaknya ancaman dari pemain baru yang akan masuk. Sedangkan dari
pertimbangan mikronya: ada tidaknya informasi peluang investasi; melakukan analisis awal
rencana investasi, dalam hal tingkat pengembalian dan waktu pengembalian; melakukan
analisis lanjutan rencana investasi, mengenai keterkaitan dengan bisnis inti dan nilai tambah
bagi pemilik; kemudian melakukan analisis final rencana investasi, dalam hal hambatan-
hambatan sosial dan politik; baru akhirnya melakukan atau tidak melakukan investasi,
dengan pertimbangan melakukan investasi secara keseluruhan, secara bertahap, atau tidak
sama sekali.
Yang perlu diketahui bahwa investasi dilakukan para investor pada dasarnya
didasarkan pada tujuan memperoleh ”laba”, jadi bukan ”idealisme”. Sehingga jika
mengharapkan bahwa investasi akan dapat memberi manfaat besar bagi rakyat kebanyakan,
maka pemerintah benar-benar perlu mempersiapkan cara dan strategi yang terbaik bagi
kepentingan para pihak, baik untuk investor, pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini berarti
pemerintah perlu mengetahui sejak awal apa tujuan peluang investasi diberikan, siapa target
investor dan bagaimana cara berfikir para investor tersebut.
Di Indonesia, sejak era Otoda sebenarnya ada lembaga khusus yang dimaksudkan
untuk mendorong dan mengembangkan daya saing terutama investasi daerah, yang dikenal
dengan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Bagi KPPOD iklim
investasi akan menentukan daya saing daerah, dimana ini merupakan daya tarik investasi di
daerah. Dalam kaitan ini ditemukan ada lima variabel yang menentukannya, yakni : variabel
kelembagaan, meliputi kepastian hukum, faktor aparatur, kebijakan daerah, dan aspek
kepeimpinan lokal. Kemudian variabel keamanan, politik dan sosial budaya; selanjutnya
variabel ekonomi daerah, meliputi aspek pendapatan per kapita dan struktur ekonomi; juga
varibel tenaga kerja; serta variabel infrastruktur.
3Sedangkan Bank Indonesia (BI), menemukan 9 indikator yang menentukan daya
saing daerah dalam kaitannya dengan daya tarik investasi. Meliputi : aspek perekonomian
daerah; Keterbukaan; sistem keuangan; infrastruktur; Iptek; SDM; kelembagaan;
Governance dan kebijakan; serta aspek manajemen dan ekonomi mikro. Berdasarkan
indikator-indikator penentu daya saing investasi di daerah, menurut KPPOD dan BI tersebut,
selanjutnya dapat ditetapkan 9 faktor penentu penting bagi keputusan investasi di daerah
selama ini di Indonesia yang perlu mendapat perhatian, yaitu : aspek perizinan; perpajakan,
keamanan; pasar atau daya beli; ketersediaan SDA dan SDM; ketersediaan infrastruktur;
mitra bisnis dan tersedianya produk yang akan dibeli.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu investasi tersebut di atas,
berarti pemerintah di berbagai tingkatannya sudah dapat menetapkan strategi untuk
membangun iklim investasi yang terbaik bagi wilayah kekuasaannya masing-masing.
Berikut ini akan coba dikemukakan pemikiran alternatif yang dapat dijadikan referensi
untuk mencapai tujuan tersebut.
Pertama, pemerintah perlu meyiapkan konsep yang jelas dan dapat dimengerti
masyarakat guna mengimplementasi program meningkatkan investasi. Mekanismenya,
menyampaikan dan menerangkan arah kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah dalam
kaitannya dengan kondisi sumber daya ekonomi yang ada dan kebutuhan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu menempuh beberapa
kebijakan, seperti membangun pemerintah yang bersih dan transparan, membangun
pelayanan birokrasi yang efisien dan profesional, serta membangun kesadaran masyarakat
untuk terbuka menerima investasi. Kemudian, pemerintah mampu menjadi penyelia,
maupun fasilitator bagi para stake holder investasi dalam membantu menetapkan cara dan
straegi untuk menyelesaikan masalah-masalah yantg dihadapi para investasor, pada aspek
produksi, penyanggah, pembiayaan dan pemasaran (kasus Gerbang Emas Sul-Sel)
Kedua, melakukan inventarisasi dan pemetaan mengenai potensi ekonomi yang ada,
meliputi aspek sumber daya, produk, pelaku, manusia dan pasar. Tujuannya, untuk
mengetahui bagaimana peta ekonomi dan bisnis secara kewilayahan, sebagai bahan untuk
melakukan pemetaan ruang pengembangan investasi.
Ketiga, menyusun prioritas pengembangan ekonomi daerah, dengan memfokuskan
prioritas pembangunan daerah yang dapat menarik minat investor. Hal ini didasarkan pada
tiga pertimbangan, yakni sektor dimana masyarakat sebagai pelaku utamanya, terdapat
sumberdaya alam yang melimpah, serta sektor dimana daerah mempunyai keunggulan
khusus baik secara komparatif, kompetitif dan distingtif (kasus Gorontalo)
Keempat, melakukan pendekatan klaster, yang berarti bahwa di daearah dilakukan
pengarahan kawasan tertentu untuk industri tertentu, atau mengembangkan bisnis yang
berbeda dengan daerah lainnya, seperti yang disarankan Michael Porter, dimana itu sudah
dipraktekkan dibeberapa negara maju, bahkan di beberapa daerah Indonesia sendiri (kasus
FEDEP).
Kelima, setelah menetapkan road map investasi seperti tersebut di atas, maka
selanjutnya ditetapkan target investor yang akan menjadi sasaran untuk diajak dan di
promosi sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu perlu kejelasan siapa, dimana, kapan
untuk melakukan promosi misalnya.
Keenam, dapat diukurnya oleh publik tentang kinerja pemerintah dalam
mengembangkan iklim investasi, dimana akuntabilitasnya dinilai dari : ada tidaknya
investasi yang masuk, sesuai tidaknya dengan fokus program investasi yang ditetapkan,
serta ada tidaknya manfaat yang diperoleh oleh para stake holder, terutama rakyat
kebanyakan, dalam hal jumlah penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan
konsumsinya serta adanya keadilan ekonomi masyarakat.
